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Tentang

Konstitusionalitas Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam
Melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pemohon : Ibnu Sina Chandranegara, dkk;

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU
15/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan Pasal 4 ayat
(1) UU 15/2004 terhadap Pasal 28C ayat (2), dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945;

Amar Putusan . Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat
diterima.

Tanggal Putusan : Senin, 26 Oktober 2020;

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai para
dosen (Pemohon | dan Pemohon II) dan Mahasiswa (Pemohon IlI) menganggap
PDTT yang dilakukan oleh BPK sulit untuk dipahami sehingga membuat mereka
menemukan kendala dalam melaksanakan tugasnya sebagai akademisi dalam
menjelaskan arti dan kedudukan PDTT kepada publik;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para
Pemohon adalah pengujian Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan Pasal 4 ayat (1) UU
15/2004 terhadap Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon pada
pokoknya mendalikan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sebagai pembayar pajak
dan dosen merasa bahwa PDTT yang dilakukan oleh BPK adalah kewenangan yang
tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja sehingga kewenangan
tersebut menjadi inkonstitusional karena tidak sesuai dengan kewenangan yang
diberikan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Disamping itu PDTT tidak memiliki
kejelasan tujuan dan tidak memiliki kejelasan rumusan, sehingga tidak
mencerminkan asas kepastian hukum yang seharusnya dipenuhi suatu materi
muatan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya
potensi abuse of power yang dapat disalahgunakan oleh institusi BPK dalam
melaksanakan kewenangannya terhadap seluruh lembaga negara dalam



menjalankan roda pemerintahan. Adapun kerugian Pemohon lIl adalah dengan tidak
adanya penjelasan yang komprehensip tentang PDTT menyebabkan Pemohon Il
mengalami kesulitan dalam memahami kedudukan PDTT. Terhadap dalil para
Pemohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah
dalil kerugian hak konstitusional dimaksud berkait erat dengan pokok permohonan.
Oleh karena itu perihal kedudukan hukum para Pemohon baru dapat diketahui
apabila Mahkamah terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan. Dengan
demikian, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon tersebut
bersama-sama dengan pokok permohonan.

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, pada pokoknya para
Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan Pasal 4 ayat (1) UU
15/2004 yang menurut para Pemohon memiliki tendensi politik dan dapat dijadikan
sebagai instrumen yang berpotensi disalahgunakan karena tidak adanya kejelasan
terkait tentang pelaksanaan PDTT sehingga akan menimbulkan ketidakpastian
hukum yang adil dan dapat berpotensi disalahgunakan oleh “oknum” BPK dalam
melaksanakan tugasnya. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah
berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi lingkup pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan keuangan
negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan
pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu (PDTT) dalam rangka mengawal jalannya keuangan negara dan
menutup kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara

2. Bahwa PDTT merupakan pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan
kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan kepatuhan dilakukan untuk
mengevaluasi secara lebih mendalam kepatuhan manajemen sektor publik dalam
mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yang belum diketahui
dan tidak tercakup saat pemeriksaan keuangan. Adapun pemeriksaan investigatif
dilakukan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Dengan
demikian, kewenangan PDTT dimaksudkan memberi ruang kepada BPK untuk
melakukan pemeriksaan secara lebih menyeluruh dan mendalam terhadap
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, yang mungkin belum
ditemukan adanya kesalahan dan penyimpangan keuangan negara melalui
pemeriksaan keuangan, yang dikenal dengan pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maupun melalui
Pemeriksaan Kinerja. Melalui PDTT, BPK antara lain dapat melakukan
pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara
dan/atau bahkan unsur pidana.

3. Bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualain (WTP) yang diberikan BPK kepada
institusi/lembaga  bukanlah menjadi predikat pasti bahwa tidak terdapat
pelanggaran pengelolaan keuangan negara pada institusi/lembaga dimaksud,
karena yang dinilai hanyalah apakah laporan keuangan sudah disusun dengan
wajar. Oleh karena itu pemberian opini WTP atas laporan keuangan kepada
suatu institusi/lembaga tidak menutup kemungkinan dilakukannya PDTT terhadap
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institusi/lembaga tersebut apabila dari hasil pemeriksaan keuangan atau dari hasil
pemeriksaan kinerja terdapat hal yang menurut BPK perlu untuk diperiksa lebih
lanjut termasuk untuk mengungkap adanya kerugian negara.

Bahwa oleh karena PDTT merupakan pemeriksaan khusus yang diperlukan jika
ditemukan adanya indikasi terjadinya kerugian negara dengan tujuan
pemeriksaan untuk menemukan fakta dan bukti adanya indikasi terjadinya
kerugian negara, maka standar pemeriksaan sebagaimana dikemukakan di atas
dirasakan masih belum cukup. Dalam hal ini, untuk mencegah kemungkinan
penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau kesalahan dalam
menggunakan wewenang (misuse of power) dalam pengelolaan keuangan
negara, Mahkamah perlu menekankan bahwa kemungkinan untuk bisa
dilakukannya PDTT terhadap suatu institusi/lembaga harus didasarkan pada
keputusan BPK sebagai suatu lembaga dan tidak diputuskan oleh orang per
orang baik oleh auditor maupun oleh seorang anggota BPK tetapi melalui
mekanisme yang harus diputuskan oleh BPK sebagai suatu lembaga yang
bersifat kolektif kolegial. Terlebih lagi, putusan secara institusional tersebut harus
diambil untuk PDTT bagi institusi/lembaga yang telah diberikan status opini WTP
oleh BPK. Dengan keputusan demikian, pada satu sisi, BPK menjadi lebih
berhati-hati dalam memberikan status opini WTP dan, di sisi lain, status opini
tertinggi tersebut tidak mudah tergerus oleh hasil pemeriksaan PDTT yang
dilakukan sebagai kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya.

Bahwa apabila dilihat dari ruang lingkup pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan
keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan
pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu dalam rangka mengawal jalannya keuangan negara dan menutup
kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, maka profesi/status
para Pemohon yaitu dosen pada perguruan tinggi dan mahasiswa yang tidak
berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang merupakan ruang lingkup
pemeriksaan BPK sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) antara anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang
berprofesi/berstatus sebagai dosen pada perguruan tinggi dan mahasiswa
dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006
yang dimohonkan pengujian. Sementara itu berkaitan dengan Pemohon | dan
Pemohon Il yang menerangkan dirinya sebagai pembayar pajak, menurut
Mahkamabh, hal tersebut justru PDTT memberikan perlindungan kepada Pemohon
| dan Pemohon II sebagai pembayar pajak dan hal ini semakin menguatkan
bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara anggapan Kkerugian
konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon | dan Pemohon Il dengan berlakunya
norma a quo. Oleh karena itu yang nyata-nyata maupun potensial dirugikan oleh
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian menurut
Mahkamah adalah institusi/lembaga yang melaksanakan pengelolaan keuangan
negara sebagai ruang lingkup pemeriksaan BPK. Dengan demikian dalam
kualifikasi para Pemohon sebagai dosen perguruan tinggi dan Mahasiswa,
Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mengalami kerugian hak



konstitusional sehingga para Pemohon dalam kualifikasi ini, tidak mempunyai
kedudukan hukum dalam permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Mahkamah
berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo. Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum,
gquod non, telah ternyata bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan
pengujiannya masih diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara sebagai upaya untuk menjaga agar hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat dipertanggungjawabkan menurut
peraturan perundang-undangan secara tepat dan benar. Oleh karena itu
permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian
Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima.



